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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisai ini menuntut adanya sumber daya manusia (SDM) 

yang berkualitas tinggi. Seperti halnya peningkatan sumber daya manusia 

merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah 

satunya dengan cara dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut 

melalui pendidikan. Dengan pendidikan adanya usaha dalam proses 

pembentukan budi pekerti manusia yang dilakukan secara sistematis, baik 

aspek ekspresinya yaitu kegairahan, kesungguhan dan ketekunan, maupun 

aspek normatifnya yaitu etika, kesusilaan, dan toleransi. 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan salah satu kajian 

yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

Indonesia serta untuk mengembangkan potensi individu  agar menjadi 

warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, partisipatif dan 

bertanggung jawab. 

Pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dua arti, 

yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, bahwa 

Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan dengan civics education 

yang merupakan sebuah mata pelajaran yang dijabarkan disekolah dengan 

tujuan untuk memberikan dasar-dasar kewarganegaraan kepada peserta 

didiknya sebagai terwujudnya warga negara yang baik dan aktif dalam 

kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam arti luas, Pendidikan 

Kewarganegaraan dapat diartikan dengan citizenship education yang 

merupakan Pendidikan Kewarganegaraan yang bisa didapatkan oleh 

peserta didik baik dilingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Hal 

tersebut dimaksud memberikan pengalaman yang lebih bukan hanya dalam 

pembelajaran disekolah saja. citizenship education bisa diperoleh 

dilingkungan keluarga, organisasi-organisasi, lingkungan masyrakat dan  
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lain sebagainya untuk membentuk kepribadiannya menjadi warga negara 

yang baik (To be a Good Citizenship). 

Selaras dengan pengertian di atas adapun menurut Wahab Aziz & 

Sapriya (2011, hlm. 32) bahwa citizenship education dalam arti luas 

banyak berbicara mengenai keterlibatan dan partisipasi warga negara 

dalam permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat. Adapun kata 

citizenship atau kewarganegaraan. Dalam pengertian ini, warga suatu kota 

atau kabupaten disebut sebagai warga penduduk kota atau kabupaten, 

karena mereka juga merupakan unit politik. Dalam otonomi, 

kewarganegaraan menjadi penting karena masing-masing unit politik akan 

memberikan hak pemegang (biasanya sosial) yang berbeda bagi warganya. 

Di bawah teori kontrak sosial, menurut J.J. Rousseau (dalam Zelth, 

Dedet 2013) teori kontrak sosial merupakan teori yang menyatakan bahwa 

terbentuknya negara disebabkan oleh adanya keinginan masyarakat untuk 

membuat kontrak sosial dengan negara, sehingga sumber kewenangan 

berasal dari masyarakat itu sendiri. Dari pemaparan tersebut bahwa kaitan 

status kewarganegaraan memiliki implikasi hak-hak dan kewajiban antara 

warga negara dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mengatur segala 

keinginan warga negara salah satunya bertujuan menciptakan negara yang 

bersih dan nyaman. Sehingga menjadikan warga negara mempunyai 

keterlibatan dalam proses perwujudannya. Warga negara yang aktif berarti 

warga negara yang mau ikut andil dalam proses penyelenggaraan 

pemerintah, tidak apatis dan menunjang tinggi hak asasi manusia dalam 

penyelenggaraan proses demokrasi. Sekaitan dengan pengertian tersebut 

warga negara wajib memberikan kontribusi kemampuannya untuk 

memperbaiki masyarakat melalui partisipasi ekonomi, kerja sukarela, 

layanan publik, dan kegiatan lain yang sejenis untuk meningkatkan mata 

pencaharian masyarakatnya. 

Pelayanan publik yang ideal ialah serangkaian dari cita-cita suatu 

tata pemerintahan yang baik (Good Govermance), jika didefinisikan Good 
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Govermance itu sendiri adalah cita-cita yang menjadi visi penyelenggara 

negara diberbagi belahan bumi, termasuk indonesia. Dalam Sedarmayanti 

(2013, hlm. 6), bahwa good goverenance bararti proses penyelenggaraan 

kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and 

services. Adapun secara sederhana good goverenance dapat diartikan 

sebagai sebuah prinsip dalam mengatur pemerintahan yang 

memungkinkan layanan publiknya yang efesien, sistem pengendaliannya 

bisa diandalkan, dan administrasinya dapat bertanggung jawab pada 

publik.  

Dengan partisipasi yang tinggi akan mampu menciptakan 

pemerintah yang baik. Partisipasi semua pihak dapat mempengaruhi 

pembuatan keputusan. Partsisipasi menurut Suryono (2001, hlm.124) 

merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, dan ikut 

memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Sehingga peran 

serta atau partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat 

merupakan objek sekaligus subjek dalam pembangunan untuk terciptanya 

suatu pemerintahan yang baik. Sehingga dapat berkembangnya suatu 

pembangunan partsisipatif tersebut yang diharapkan semua elemen 

masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara 

mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki masyarakat 

tersebut guna memenuhi kebutuhannya sendiri.  

Menurut Sedarmayanti (2004, hlm. 38), dalam hal berpartisipasi 

terdapat tiga kategori unsur-unsur pemerintahan. Pertama, 

negara/pemerintah yang melaksanakan kegiatan kenegaraan. Kedua, sektor 

swasta mencangkup perusahaan swasta yang aktif berinteraksi dalam 

sistem pasar, seperti industri pengolahan, perdagangan, perbankan, dan 

koprasi. Ketiga, masyarakat madani yang berada diantara pemerintah dan 

perseorangan, baik perorangan maupun kelompok, yang berinteraksi 

secara plitik, sosial dan ekonomi.  
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Ketiga unsur pemerintah tersebut berkedudukan seimbang dan 

secara fungsional saling menunjang. Meskipun demikian, ketiga unsur 

tersebut tidak saling  mengintervensi kedalam unsur masing-masing. 

Setiap unsur mempunyai logika dan hukumnya sendiri sehingga mereka 

harus berjalan seiring, sejalan, dan saling mengendalikan.  

Seperti halnya Bandung merupakan kota yang sedang berkembang 

menuju kota metropolitan, maka dari itu Bandung memerlukan penataan 

kota yang baik dan bersih terhadap lingkungan. Salah satunya adanya 

suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah  tentang aturan yang 

mengatur mengenai pelaksanaan pengeloaan sampah.  

Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, kota Bandung juga 

tentunya mempunyai masalah tentang sampah. Hal tersebut menjadi 

permasalahan yang paling sering terjadi dalam sebuah kota. Dengan 

padatnya penduduk yang semakin bertambah akibat urbanisasi tentunya 

sangat berpengaruh terhadap kondisi kebersihan lingkungan. Maka dari itu 

Pemerintah Kota Bandung telah berupaya untuk mengatasi masalah 

tersebut dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Sampah . 

Masalah sampah memang tidak ada habisnya, karena produksi 

sampah yang terus menerus meningkat perubahan pola konsumsi dan 

meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok 

dan hasil teknologi. Serta meningkatnya usaha atau kegaiatan penunjang 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan konstribusi yang 

besar terhadap kualitas dan kuantitas sampah yang dihasilakan. 

Meningkatnya timbulan sampah memerlukan adanya suatu pengelolaan. 

Perkembangan laju sumber produksi sampah yang ada di kota Bandung 

berasal dari pemukiman atau perumahan, sampah pasar, sampah daerah 

komersil, sampah kantor, fasilitas umum dan lainnya. Volume pada 

masyarakat kota bandung saat ini di proyeksikan 1.600 ton/hari. Adapun 

data rata-rata sumber produksi sampah di Kota Bandung per ton dalam 
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sehari yang dilansir dari OPENDATA Kota Bandung pada Tahun 2018 

yaitu: 

Tabel 1. 1 

SUMBER PRODUKSI SAMPAH DI KOTA BANDUNG 

SUMBER PRODUKSI 

Pemukiman 1048.96 

Pasar 300.32 

Kantor 88.32 

Daerah Komersil 95.84 

Fasilitas Publik 44.96 

Lainnya 21.6 

Sumber Produksi Sampah di Kota Bandung per ton (OPENDATA 

2018) 

Dengan diterbitkannya Perda Kota bandung Nomor 09 Tahun 2018 

bertujuan dapat meninimaliasir permasalahan sampah yang ada dikota 

Bandung serta dalam Perda tersebut sudah ada sanksi yang ditentukan, 

setidaknya masyarakat takut akan melanggar pertauran tersebut dan 

menjadikan timbulnya kesadaran terhadap kebersihanlingkungan. 

Oleh karena itu, disini mengapa peneliti lebih memilih masyarakat 

yang ada di kelurahan Cipedes kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang 

menjadi tempat penelitian karena keadaan lingkungan di daerah tersebut 

sudah banyak terjadi perubahan. Seperti sampah yang berserakan 

disembarang tempat, serta masih kurangnya kesadaraan pasrtisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sampah juga kebersihan lingkungan.  

Seperti yang dilansir dari DetikNews (jumat, 13 Desember 2019): 

Hujan deras yang mengguyur Kota Bandung pada Jumat 

(13/12/2019) sore mengakibatkan beberapa wilayah terendam banjir 

cilencang. Tercatat terdapat  dibeberapa titik genangan. Diantaranya 

di Jalan Pahlawan, Jalan Martadinata, Jalan Paster, Jalan Gatot 

Subroto, Jalan Ahmad Yani, Jalan Neptunus, Jalan Sukagalih, Gang 

Tresna Asih, Jalan Astana Anyar, dan Jalan Mandala. Banjir tersebut 

diakrenakan hujan deras, selain itu sampah yang menyumbat saluran 
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air juga turut menjadi penyebab terjadinya genangan. Dari beberapa 

titik genangan, yang paling parah terjadi di sekitar Jalan Sukajadi. 

Kemudian Pemkot Bandung mengimbau masyarakat agar tidak 

membuang sampah sembarangan. Selain bisa menjadi penyebab 

terjadinya banjir juga bisa mengotori lingkungan. 

 

Hal tersebut kurangnya partisipasi dalam mengelola sampah 

menjadi barang yang bermanfaat dan kurang nya partisipasi dalam 

pengimplementasian Perda kota Bandung Nomor 09 Tahun 2018 tentang 

Pengeloaan sampah pada BAB XIV Pasal 51 “perbuatan Perbuatan dan 

Tindakan yang Dikenakan Sanksi Administratif Berupa Uang Paksa salah 

satunya yaitu membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di 

saluran air/selokan, jalan, berm (Bahu Jalan), trotoar, tempat umum, 

tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu 

Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, sebesar Rp5.000.000,-(lima juta 

rupiah)”. Padahal ketentuan dan payung hukumnya sudah ada.  

Maka peneliti tertarik untuk meneliti implementasi dari perda kota 

Bandung dalam mewujudkannya civic participation masyarakat kota 

Bandung dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Sebagai 

Terwujudnya Civic Participation Masyarakat Kota Bandung”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Agar penelitian ini mencapai sasaran dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, maka peneliti merasa perlu merumuskan apa yang menjadi 

permasalahannya. Dari latar belakang diatas, maka ditemukan masalah 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat di Kelurahan Cipedes 

terhadap implementasi Perda Kota Bandung No 09 Tahun 2018 sebagai 

upaya terwujudnya civic participation? 
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2) Apa saja kendala yang dihadapi masyarakat di Kelurahan Cipedes 

terhadap implementasi Perda Kota Bandung No 09 Tahun 2018 sebagai 

upaya terwujudnya civic participation? 

3) Bagaimana upaya pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kendala 

terhadap implementasi Perda Kota Bandung No 09 Tahun 2018 sebagai 

upaya terwujudnya civic participation? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini 

maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini untuk menyampaikan informasi 

mengenai Implementasi Perda Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2018 

tentang Pengeloaan Sampah Sebagai Upaya Terwujudnya Civic 

Participation Masyarakat Kota Bandung. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat di Kelurahan Cipedes 

terhadap terhadap implementasi Perda Kota Bandung No 09 Tahun 

2018 sebagai upaya terwujudnya civic participation. 

2) Untuk menganalisis kendala yang dihadapi masyarakat di Kelurahan 

Cipedes terhadap implementasi Perda Kota Bandung No 09 Tahun 2018 

sebagai upaya terwujudnya civic participation. 

3) Untuk menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung 

dalam mengatasi kendala terhadap terhadap implementasi Perda Kota 

Bandung No 09 Tahun 2018 sebagai upaya terwujudnya civic 

participation. 

1.4  Manfaat/Siginifikansi Peneliian 

1.4.1 Manfaat/Siginifkansi Dari Segi Teori 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

untuk pembaca dalam rangka pengembangan keilmuan dalam bidang 
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Pendidikan Kewarganegaraan, serta menambah wawasan bagi para pembaca 

terkait dengan mata kuliah kebijakan publik yang mengacu pada Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor  09 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. 

1.4.2 Manfaat/Siginifikansi Dari Segi Praktik 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait secara langsung maupun tidak langsung. 

1) Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti yaitu 

menambahnya pengalaman, wawasan serta pengetahuan, 

mengembangkan konsep ilmu Bidang Kebijakan Publik serta 

tumbuhnya akan kesadaran dan tagging jawab mengenai pengelolaan 

sampah dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2018 

sebagai terwujudnya civic participation masyarakat kota Bandung. 

2) Bagi Pemerintah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan 

informasi tentang pentingnya pengelolaan sampah sebagai terwujudnya 

civic participation. 

3) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna unuk memberikan 

informasi dan wawasan tentang pentingnya pengelolaan sampah 

sebagai terwujudnya civic participation sesuai dengan yang ditetapkan 

dalam Peratuaran Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Sampah. 

4) Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan salah satu 

referensi, dalam memahami pentingnya pelayanan publik terhadap 

terciptanya keharmonisan antara pemerintah dengan masyarakat. Serta 

menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab mahasiswa dalam 

mebedakan sampah berdasarkan jenisnya. 
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1) Manfaat/Siginifikansi Dari Segi Kebijakan 

Dari segi kebijakan, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi 

pengembangan kebijakan pemerintah daerah yang lebih baik mengenai 

nilai-nilai demokratis serta partisipasi masyarakat. Selain itu peneliti juga 

dapat dijadikan pembanding terhadap kebijakan yang sedang diberlakukan, 

sehingga kebijakan yang sedang berlaku dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien.  

2) Manfaat/Siginifikansi Dari Segi Isu Serta Aksi Sosial 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran pengalaman nyata terhadap isu sosial yang muncul dalam 

masyarakat dan solusi serta upaya menghadapi permasalahan tersebut. 

Sehingga objek yang diteliti dapat memberikan arahan atau gambaran baik 

bagi individu ataupun kelompok agar dapat memiliki nilai-nilai demokratis 

serta partisipasi dalam kehidupan masyarakat. 

1.5  Struktur Organisasi Skripsi 

Penyusunan penelitian yang sistematis dari penelitian yang berjudul 

“Implementasi Perda Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Terwujudnya Civic Participation 

Masyarakat Kota Bandung” yang meliputi judul, pernyataan mengenai 

karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan tenang 

keaslian karya ilmiah, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table, daftar 

gambar, isi, daftar pustaka, dan daftar lampiran. Adapun penyusunan bagian 

isi dari karya ilmiah berbentuk skripsi ini oleh peneliti yaitu: 

1. BAB I: Pendahuluan 

Dalam bab ini pendahuluan sebagai bab pembuka dalam sebuah 

penyusunan skripsi, yang berisi tentang latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian 

dan strukur organisasi skripsi. 
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2. BAB II: kajian Pustaka 

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung dalam 

penyusunan penelitian ini. Yakni terdapatnya pendapat-pendapat para ahli 

serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan peneliti sebagai 

bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi terhadap 

penelitian yang diteliti. 

3. BAB III: Metode Penelitian 

Dalam bab ini berisi penjabaran yang rinci mengenai metode 

penelitian yang digunakan oleh peneliti, dan termasuk beberapa komponen 

seperti: pendekatan penelitian, metode penelitian, instrument penelitian, 

tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, serta validitas data yang 

digunakan.  

4. BAB IV: Temuan dan Pembahasan 

Dalam bab ini berisi tentang temuan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai 

kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan 

penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi mengenai pembahasan temuan 

untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

5. BAB V: Simpulan, Impikasi dan Rekomendasi 

Sebagai bagian akhir karya ilmiah skripsi ini, dalam bab ini peneliti 

memberikan simpulan, implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada 

pihak-pihak yang terkait sebagai hasil penelitain terhadap permasalahan 

yang telah didefinisikan dan dikaji dalam penelitian ini serta peneliti 

berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat 

setidaknya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat. 

 


